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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 

TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DI USAHA 

MIKRO KECIL MENENGAH KOTA METRO 

 

Oleh: 

FERA OKTALIA WATI 

NPM: 1902020010 
Kewajiban produsen salah satunya adalah untuk memberikan 

informasi kandungan bahan baku yang harus tercantum pada label pangan 

dan label produk, sebagaimana tertera dalam Pasal 10 PP.69 Tahun 1999 

Tentang Label dan Iklan Pangan. Pada pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa 

label makanan merupakan sumber informasi makanan bagi konsumen 

karena konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan produk, dengan 

kata lain informasi lengkap pada label dan iklan pangan merupakan hak 

konsumen yang harus diperhatikan oleh produsen. Namun bila kita lihat 

fenomena yang terjadi dimasyarakat masih banyak produk-produk makanan 

beredar tanpa menggunakan aturan pelabelan yang sesuai. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PP.69 Tahun 1999 

Tentang Label dan Iklan Pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pelaku Usaha UMKM di Kota Metro.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sifat 

deskriptif ini dimaksud untuk memberikan gambaran atau uraian atas suatu 

keadaan yang sesuai, terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk 

dapat menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang ada 

di masyarakat mengenai penggunaan label dan iklan pangan serta faktor 

yang mempengaruhinya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak produsen yang 

tidak mengacuhkan aturan tentang label dan iklan pangan. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, bila mengacu pada teori Lawrence M. 

Friedman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 

hukum, yakni : 1) Struktur hukum yakni Dinas Koperasi dan UMKM di 

Kota Metro dan Pemerintah. 2) Substansi hukum yakni penegasan 

peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi lebal halal, dan 3) 

Budaya Hukum yakni Penghindaran hukum yang dilakukan produsen. 

  

   

Kata Kunci: Label dan Iklan Pangan, Faktor Efektivitas Hukum, Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
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MOTTO  

 

َّٰدِقيَِن   َ وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصذ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتذقُواْ ٱللَّذ هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ  ١١٩يََٰٓ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah,  

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” 

 (Q.S At-Taubah Ayat 119) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan industri pengolahan pangan di tingkat rumah tangga 

harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap undang-undang keamanan 

pangan. Dalam konteks kepatuhan terhadap undang-undang ini, para pelaku 

usaha di bidang home furnishing harus memperhatikan hak konsumen untuk 

memperoleh informasi mengenai spesifikasi produk yang dibeli. Secara 

Normatif produsen harus menjelaskan tentang informasi nama dan alamat 

produsen, umur simpan makanan rumah tangga,nama produk,daftar bahan 

yang digunakan,berat bersih atau isi bersih, dan keterangan halal.1 

produsen  adalah pihak  yang  membuat  suatu produk menjadi ada, 

sedangkan kosumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.2 

Produk yang dibuat produsen membutuhkan pasar, sehingga produsen dan 

konsumen  yang  saling  membutuhkan  dapat  mengadakan  transaksi. Agar 

sifat hubungan tersebut tidak terputus, maka produsen dan konsumen harus 

memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana mestinya.  

Salah satu  kewajiban produsen adalah, melayani konsumen secara 

benar dan jujur,    misalnya    dengan  memberikan informasi yang berkaitan 

                                                           
1 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 1999  
2 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 
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dengan produk   yang dipasarkan.
3
 Sehingga secara normatif apabila 

produsen telah mencantumkan informasi secara lengkap, produsen bisa 

dianggap telah melaksanakan ketentuan hukum dan konsumen dianggap 

telah mengetahui informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dibeli.
4
 

Oleh karena itu bagi konsumen berlaku doktrin caveat  emptor atau let  the  

buyer  beware,  sehingga produsen  berkewajiban  untuk  menyediakan  

informasi  produk  selengkap  dan sebenar-benarnya.
5
 

Kewajiban produsen untuk memberikan informasi kandungan bahan 

baku yang harus tercantum pada label pangan dan label produk, 

sebagaimana tertera dalam Pasal 10 PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan 

Iklan Pangan. Pada pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa label makanan 

merupakan sumber informasi makanan bagi konsumen karena konsumen 

tidak memiliki kontak langsung dengan produk,6 dengan kata lain informasi 

lengkap pada label dan iklan pangan merupakan hak konsumen yang harus 

diperhatikan oleh produsen.  

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf b Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwa :“Pelaku usaha atau produsen juga berkewajiban memberikan 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 

                                                           
3 Andriasan Sudarso, Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya (Yayasan Kita Menulis, 

2021), 64. 
4 Heidi  Mandanis  Schooner, “„Consuming  Debt:  Structuring  the  Federal  Response  to  

Abuses  in Consumer Credit,‟” Loyola University of Chicago School of Law Vol. 18, No.36 

(2005): 50. 
5 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 61. 
6 Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 1999 
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dan/atau jasa serta memberi penjelasan, perbaikan, dan pemeliharaan.”7 Hal 

ini dimaksudkan supaya konsumen menerima informasi yang benar, jelas 

serta amanah sebab kurangnya informasi yang memadai berasal dari 

produsen ialah salah satu cacat produk (information defect) yang bisa 

merugikan konsumen.
8
 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada Rabu,31 Mei 

2023 kepada produsen UMKM produk makanan ringan, ternyata masih 

banyak dari produsen yang tidak menerapkan peraturan mengenai label 

pangan. Seringkali label makanan pada produk makanan hanya muncul 

berupa nama makanan dan tidak mencantumkan keterangan lain, seperti 

tanggal kedaluarsa, bahan pembuatan, atau komposisi nutrisi, bahkan nama 

produk sering tidak dicantumkan. 

Dari 30 produk pangan hasil Home Industry yang ada di  Putra Baru 

(PB) Swalayan 15a yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.45, Iringmulyo, 

Metro Timur, 22 diantaranya tidak menggunakan aturan label makanan yang 

benar sesuai dengan aturan yang ada. 75% tidak dilengkapi dengan tanggal 

kedaluarsa , komposisi dan identitas produsen , 75% produk tidak dilengkapi 

dengan label halal , bahkan ada yang hanya mencantumkan nama 

makanannya saja . Para produsen ini tidak mematuhi peraturan pemerintah 

tentang pelabelan makanan yang benar, dengan alasan bahwa produk mereka 

                                                           
7 Pasal 7  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 
8 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 58. 
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masih merupakan bagian dari industri kecil dan tidak diproduksi secara 

massal.9  

Salah satunya adalah ibu AH produsen jajanan ringan Makaroni di 

daerah Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Produk makaroni ini pada 

kemasan nya hanya mencantumkan nama produk,alamat,dan varian rasa saja 

dengan alasan produk masih tergolong kecil serta bahan yg di gunakan 

familiar dan jelas kehalalnnya. Faktor ekonomi juga mempengaruhi tidak 

dicantumkannya tanggal produksi dan kedaluarsa agar label tersebut bisa 

digunakan kapan saja dan berulang tanpa harus mengedit atau mencetak 

terlebih dahulu.
10

 

DA produsen jajanan kue pasar yang beralamatkan di Jl. 

Tengger,Yosorejo, Metro Timur. Produk makanan ini hanya mencamtumkan 

nama produk dan kontak produsen, tanggal kedaluarsa tidak dicantumkan 

karena produk yang ia buat tidak dapat disimpan lama dan produsen 

beranggapan bahwa konsumen sudah mengerti batas kedaluarsa produknya. 

Label halal juga belum didaftarkan dengan alasan keyakinan produsen akan 

kehalalan produknya.
11

 

TM produsen makanan ringan basreng yang beralamatkan di 

Yosodadi Metro Timur. Produk makanan ini kemasannya tidak dilengkapi 

dengan label halal karena belum mendaftarkan.Produsen merasa kesulitan 

dan rumit untuk mengumpulkan dokumen dan data data yang dibutuhkan.12  

                                                           
9 Survey di Putra Baru (PB) Swalayan, Irinmulyo Kecamatan Metro Timur, 31 Mei 2023 
10 Wawancara AH, Produsen jajanan ringan makaroni, 1 Juni 2022. 
11 Wawancara AP, Produsen jajanan coklat, 1 Juni 2022. 
12 Wawancara RM, Produsen kue semprong, 15 April 2022. 
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Para produsen ini tidak mematuhi peraturan pemerintah tentang 

pelabelan makanan yang benar, dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya kesadaran dan keyakinan produsen serta faktor biaya tambahan 

untuk pencetakannya. Alasan lain bahwa produk mereka masih merupakan 

bagian dari industri kecil dan tidak diproduksi secara massal. 

Produsen beranggapan bahwa untuk mencantumkan informasi yang 

sesuai dengan peraturan PP.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan harus 

melalui proses yang rumit dan membutuhkan biaya tambahan. Terutama 

pada pencantuman label halal, mereka juga beranggapan bahwa produk 

mereka masih merupakan bagian dari industri kecil dengan bahan baku yang 

diyakini kehalalannya dan tidak diproduksi secara massal. 

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat adanya pertentangan dimana 

hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan,justru 

diabaikan karena kurang nya kesadaran hukum masyarakat merupakan  hal 

yang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan aturan hukum dalam 

masyarakat.Peran manusia dalam bekerjanya hukum terlalu besar untuk 

diabaikan. Bahkan sebagian orang mengatakan, bahwa hukum itu lebih 

merupakan mitos daripada kenyataan.The myth of the operationof law is 

given the lie daily (Chambliss & Seidman, 1971).13 Efektif atau tidaknya 

suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup 

sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat yang akan menunjukan 

                                                           
13 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresi (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 

2010), 13–15. 
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efektifitas hukum dalam masyarakat tersebut.14 Maka penulis tertarik 

menganalisis dalam penilitian yang berjudul “Efektivitas Aturan Pelabelan 

Makanan pada PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan di 

UMKM Kota Metro”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1) Bagaimana Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 

Tentang Label dan Iklan Pangan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kota Metro ? 

2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan oleh 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Metro ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana 

Implementasi  PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan oleh pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM) di Kota Metro. 

 

 

  

                                                           
14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) TermasukInterpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Penerbit 

Kencana, 2009), 376. 
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2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat secara langsung dan tidak langsung.  

a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan. 

b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan serta pendalaman wawasan terkait implementasi 

PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. 

 

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review) 

No Penelitian Terdahulu Tahun Persamaan Perbedaan 

1. Siti Nurzuhriyah Puasa 

dalam jurnal yang 

berjudul “Penerapan 

Hukum Terhadap 

Label Dan Iklan 

Pangan menurut 

Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan” 

2017 Persamaan penelitian 

Siti Nurzuhriyah 

Puasa dengan 

penelitian saat ini 

adalah mengkaji 

aturan tentang Label 

dan Iklan Pangan 

Perbedaannya adalah 

penelitian saat ini 

Mengkaji tentang 

efektivitas aturan 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 

1999 Tentang Label 

dan Iklan pangan di 

kalangan produsen 

makanan UMKM. 

2. KN. Sofyan Hasan 

dalam jurnal yang 

berjudul “Kepastian 

Hukum Sertifikasi Dan 

Labelisasi Halal” 

2014 Persamaan penelitian 

KN. Sofyan Hasan 

dengan penelitian 

saat ini adalah sama-

sama mengkaji isi 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 

1999 Tentang Label 

Dan Iklan Pangan 

Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu 

mengkaji beberapa isi 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 69 Tahun 

1999 Tentang Label 

Dan Iklan Pangan 

dan berfokus pada 

sertifikasi halal nya 

sedangkan penelitian 

saat ini mengkaji 

seluruh informasi 

yang harus di 

sertakan pada 
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No Penelitian Terdahulu Tahun Persamaan Perbedaan 

kemasan produk  

3. Ade Pratiwi Susanty 

dalam jurnal yang 

berjudul “Pengawasan 

Terhadap Label 

Makanan Kemasan Di 

Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan 

Konsumen” 

2019 Persamaan penelitian 

Ade Pratiwi Susanty 

dengan penelitian 

saat ini adalah 

mengkaji Label 

Makanan 

Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu 

adalah mengkaji 

pengawasan label 

makanan berdasarkan 

perlindungan 

konsumen sedangkan 

penelitian saat ini 

lebih ditekankan pada 

efektifitas aturan 

pelabelan di 

masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Normatif  Label dan Iklan Pangan 

Definisi normatif tentang label terdapat dalam beberapa aturan yang 

dirujuk sebagai ketentuan tentang label dan iklan pangan. Label dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan 

dalam pasal 1 ayat 1 adalah setiap keterangan mengenai pangan yang 

berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang 

disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau 

merupakan bagian kemasan pangan.
1
 

Dalam peraturan ini juga menjelaskan apa yang disebut sebagai iklan 

pangan, terdapat dalam Pasal 1 Ayat 4 iklan pangan adalah setiap keterangan 

atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk 

lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau 

perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini 

disebut Iklan.
2
 

Sebagaimana diatur dalam  Peraturan Badan Pengawas Obat Dan 

Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label Dan 

Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 3, Label Pangan Olahan yang 

selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan 

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang 

                                                           
1
 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan IKlan Pangan Pasal 1 

Ayat 1 
2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan IKlan Pangan Pasal 1 

Ayat 4 
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disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau 

merupakan bagian kemasan pangan.
3
 

Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 

diperuntukkan sebagai pangan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan pangan,bahan baku pangan, dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan pangan 

atau minuman.
4
 

Iklan Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Iklan adalah setiap 

keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, 

suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara 

untuk pemasaran dan/atau perdagangan pangan.
5
  

Dalam peraturan ini terdapat syarat serta ketentuan penggunaan bahan 

baku dalam iklan, antara lain: 

a) Bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam iklan 

Setiap orang  mengiklankan Pangan Olahan wajib bertanggung jawab 

terhadap informasi yang disampaikan dalam Iklan Informasi yang 

disampaikan ini wajib memuat informasi yang benar, jujur, dan tidak 

menyesatkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan BPOM 6/2021).  

                                                           
3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 3 
4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 pasal 1 ayat 1 
5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Pengawasan Klaim Pada Label Dan Iklan Pangan Olahan Bab 1 Pasal 1 ayat 4 
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b) Iklan produk pangan wajib menggunakan Bahasa Indonesia Dalam 

menampilkan sebuah iklan, wajib menggunakan Bahasa Indonesia (Pasal 

4 ayat (1) Peraturan BPOM 6/2021). Lebih lanjut, penggunaan bahasa 

asing maupun bahasa daerah yang dapat dipahami secara umum atau 

tidak memiliki padanan dalam Bahasa Indonesia tetap diperbolehkan 

untuk digunakan (Pasal 4 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021).  

c)  Wajib memuat pesan peringatan bagi masyarakat Iklan wajib memuat 

pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli dan 

mengkonsumsi pangan olahan (Pasal 8 ayat (1) Peraturan BPOM 

6/2021).Pesan tersebut dapat berupa ajakan seperti “teliti sebelum 

membeli” (Pasal 8 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021) dan juga bisa 

berupa peringatan seperti “baca peringatan pada label” (Pasal 9 Peraturan 

BPOM 6/2021).  

d)  Wajib mencantumkan label halal Apabila produk telah memperoleh 

sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka wajib 

dicantumkan informasi halal tersebut (Pasal 10 Peraturan BPOM 

6/2021). 

Pasal 13 Peraturan BPOM 6/2021 mengatur tentang prosedur 

mengiklankan proses, asal serta sifat dari bahan baku pangan olahan tersebut. 

Pasal 13 ayat (2) Peraturan BPOM 6/2021 mengatur ketentuan terkait 

informasi bahan baku yang wajib disampaikan ketika beriklan:  

a. Pernyataan “alami” hanya dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang 

tidak dicampur secara fisika  
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b. Pernyataan “murni” atau “100%” hanya dapat digunakan untuk Pangan 

Olahan yang tidak ditambah/dicampur dengan bahan lain 

c. Pernyataan “dari (diikuti nama bahan)” dapat digunakan jika bahan 

tersebut digunakan dalam Pangan Olahan yang bersangkutan dengan 

kandungan bahan tersebut minimal 50% 

d. Pernyataan “dengan (diikuti nama bahan)” dapat digunakan jika bahan 

tersebut merupakan salah satu Bahan Baku yang digunakan dalam Pangan 

Olahan yang bersangkutan  

e. Pernyataan “segar” tidak boleh digunakan untuk pangan olahan yang 

terbuat dari intermediate product yang memerlukan pengolahan lebih 

lanjut dengan atau tanpa penambahan bahan baku lainnya kecuali 

pernyataan tersebut digunakan dalam bentuk ekspresi atau sensasi 

f. Pernyataan “asli” atau kata lain dengan makna sama tidak dapat 

digunakan pada iklan untuk pangan olahan yang dicampur dengan bahan 

yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perasa 

makanan (perisa). 

 Produsen  adalah pihak  yang  membuat  suatu produk menjadi ada, 

sedangkan kosumen adalah setaip orang yang menggunakan barang atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6
 

                                                           
6 Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 
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Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa 

informasi verbal tentang produk atau penjualnya.
7
 Tjiptono memahami bahwa 

label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari 

kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan 

pada produk. Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan 

sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang 

merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan 

merek atau informasi.
8
 

 

B. Ketentuan Normatif Label dan Iklan Pangan 

Setelah membahas definisi normatif tentang label dan iklan pangan, 

selanjutnya peneliti akan merinci lebih lanjut aspek teoritis normatif tentang 

ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait label dan iklan pangan. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Pasal 10, setiap orang yang memproduksi 

atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat 

islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.
9
  

Pasal 11 dijelaskan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan 

halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap orang yang memproduksi 

atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

                                                           
7 Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 192. 
8 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 2 ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2000), 477. 
9 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan  Pasal 10 
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diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada 

lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
10

 

Hal-Hal yang perlu dicantumkan dalam label dan iklan pangan 

tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 

tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan sekurang-kurangnya : 

a. nama produk 

b. daftar bahan yang digunakan 

c. berat bersih atau isi bersih 

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 

dalam wilayah Indonesia 

e. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
11

 

Pada bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang 

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (Nama produk, berat 

bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau 

memasukkan pangan ke wilayah indonesia) dengan menggunakan bahasa 

indonesia,angka, arab dan huruf latin
12

 secara teratur, tidak berdesak-desakan, 

jelas dan dapat mudah dibaca.
13

 

Pencantuman keterangan tentang bahan yang digunakan dalam 

kegiatan atau proses produksi pangan dimuat secara berurutan dimulai dari 

bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi 

                                                           
10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan  Pasal 11 
11 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, 478. 
12 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 15 
13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 13 
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lainnya.
14

 Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses 

produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan 

dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat 

dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.
15

 

Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label dengan 

pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum”. Dalam hal produk pangan 

yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya 

mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.
16

 Penjual juga dilarang 

untuk menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang 

diedarkan.
17

 

Bagi setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah ini akan dikenakan tindakan administratif apabila telah 

apabila telah diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 kali, meliputi: 

a) Peringatan secara tertulis  

b) Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah 

untuk menarik produk pangan dari peredaran 

c) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa 

manusia 

                                                           
14 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 

Ayat 1 
15 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 19 

Ayat 3 
16 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27 
17 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 29 
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d) Penghentian produksi untuk sementara waktu 

e) Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 

dan atau 

f) Pencabutan izin produksi atau izin usaha.18 

Regulasi yang terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam 

mencantumkan   informasi   pada   label   juga diatur    dalam    Pasal    8    

ayat    (1) UU Perlindungan  Konsumen  yang  menetapkan sejumlah larangan 

kepada pelaku usaha untuk:
19

    

a. Tidak   memenuhi   atau   tidak   sesuai dengan   standar   yang   

dipersyaratkan   dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

b. Tidak sesuai dengan isi bersih, berat bersih atau netto sebagaimana yang 

dinyatakan dalam label atau etiket barang tertentu, 

c. Tidak  sesuai dengan   ukuran,   takaran,   timbangan,   dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,  

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan,   keistimewaan,   atau   kemanjuran 

sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket, keterangan   barang   

dan/jasa   tersebut,    

e. Tidak    sesuai    dengan    mutu,    tingkatan, komposisi,  proses  

pengolahan,  gaya,  mode, atau     penggunaan     tertentu     sebagaimana 

dinyatakan   dalam   label   atau   keterangan barang danatau jasa tersebut,  

                                                           
18 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal  61 
19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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f. Tidak sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label, etiket,    

keterangan,    iklan,    atau    promosi penjualan  barang  danatau  jasa  

tersebut 

g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka  waktu  

penggunaanatau pemanfaatan yang  paling  baik  atas  barang  tertentu, 

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara  halal,  sebagaimana  

pernyataan  halal yang   dicantumkan   dalam   label;   i.   Tidak memasang  

label  atau  membuat  penjelasan barang  yang  memuat  nama  barang,  

ukuran, beratatau isi  bersih  atau  netto,  komposisi, aturan   pakai,   

tanggal   pembuatan,   akibat sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  

usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan   

harus   dipasangatau dibuat,   

i. Tidak  mencantumkan  informasi danatau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.
20

 

 

C. Teori Efektivitas Hukum 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian 

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 

dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo 

                                                           
20 Husni  Syawali dan Neni  Sri  Imaniyati, Hukum Perlindungan  Konsumen (Bandung: 

Mandar  Maju, 2000), 18. 
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berpendapat bahwa hukum memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan.
21

 

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang 

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi 

efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator 

efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
22

 

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi 

sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota 

masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini 

mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu 

keserasian antara nilai kepentingan hukum (rechtszekerheid).
23

 

Tujuan   hukum   adalah   untuk   mencapai   kedamaian   dengan   

mewujudkan kepastian    dan    keadilan    dalam    masyarakat.    Kepastian    

hukum    menghendaki perumusan  kaedah-kaedah  hukum  yang  berlaku  

umum,  yang  berarti  pula bahwa kaedah-kaedah  tersebut  harus  ditegakkan  

atau  dilaksanakan  dengan  tegas.
24

  

                                                           
21 Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Nusa Media, 2020), 65. 
22 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13. 
23 Saut P. Panjaitan, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, dan Sistematika) 

(Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 57. 
24  Siregar, Nur Fitriyani.2018.Efektifitas Hukum.Jurnal Ilmu Pengetahuan & 

Kemasyarakatan,Vol.18, No.2, 14. 
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Hal  ini menyebebkan    bahwa    hukum    harus    diketahui   dengan   

pasti   oleh   para   warga masyarakat,    oleh    karena    hukum    tersebut    

terdiri    dari    kaedah-kaedah    yang ditetapkan   untuk   peristiwa-peristiwa  

masa  kini  dan  untuk  masa-masa  mendatang serta   bahwa   kaedah-kaedah   

tersebut   berlaku   secara   umum.  

Dengan   demikian, maka   di   samping   tugas-tugas   kepastian serta   

keadilan   tersimpul   pula   unsur kegunaan    di    dalam   hukum.   Artinya   

adalah   bahwa   setiap   warga   masyarakat mengetahui   dengan   pasti   hal-

hal   apakah   yang   boleh   dilakukan   dan   apa   yang dilarang  untuk  

dilaksanakan,  di  samping  bahwa  warga  masyarakat  tidak  dirugikan 

kepentingan-kepentingannya  di dalam  batas-batas  yang  layak.
25

 

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:  

1) Pengawasan atau pengendalian sosial (social control) 

2) Penyelesaian sengketa (dispute settlement) 

3) 26
Rekayasa sosial (social engineering) 

Kesadaran masyarakat yang besar terhadap hukum menyebabkan 

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika 

kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat rendah, kepatuhan terhadap 

hukum juga rendah. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal 

yang akan menentukan efektif tidaknya penerapan aturan hukum dalam suatu 

                                                           
25 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan 

di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40. 
26 Lawrence M. Friedman, Law and Society an Introduction (New Jersey: Prentice Hall, 

1977), 11–12. 
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masyarakat, yang akan menunjukkan keabsahan hukum dalam masyarakat 

tersebut. 

Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif 

adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.
27

 Suatu hukum 

dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, 

dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah 

perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum. 

 Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada 

pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa 

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum  dikatakan efektif jika faktor-

faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-

baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah 

tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau 

dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. 

Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan 

efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu 

tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah 

bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat 

melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasiyang 

membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang 

dianggap sama di hadapan hukum (equality before the law). 

                                                           
27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

PT. Raja GrafindoPersada, 2008), 8. 
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Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. 

Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena undang yang kabur 

atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak 

mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang 

itu dilaksanakan dengan baik, maka undangundang itu dikatakan efektif. Teori 

yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum. 

Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:  

a. Faktor hukum itu sendiri 

Faktor pertama ialah hukum atau Undang-Undang. Hukum 

haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang 

berlaku berdampak positif. Azas tersebut antara lain:  

1. Undang-Undang tidak berlaku surut. Artinya undang undang hanya 

boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan 

serta terjadi setelah aturan itu sendiri dinyatakan berlaku.  

2. Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki 

kedudukan lebih tinggi pula.  

3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-

Undang yang bersifat umum. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib 

dilakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun 

bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang 
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yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang 

juga mencakup peristiwa khusus tersebut.  

4.  Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-

Undang yang terdahulu. Artinya, undangundang lain yang terlebih 

dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak 

berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku. 

Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan 

undang-undang lama tersebut.  

5. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.  

6. Undang-Undang merupakan suatu sarana guna mencapai 

kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun 

individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya 

pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-

undang tersebut tidak menjadi barang mati.
28

 

b. Faktor penegak hukum 

Faktor penegak hukum ialah pihak pihak yang membuat maupun 

menerapkan hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum adalah orang 

yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki 

kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. Sebagai golongan 

panutan dalam masyarakat, penegak hukum hendaknya memiliki 

kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus 

                                                           
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: 

Rajawali Pres, 2021), 1. 
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mampu 
29

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari sasaran disamping 

mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  

Sarana dan fasilitas penegak hukum bertujuan untuk kelancaran 

tugas-tugas di tempat kerja dalam rangka mencapai efektivitas hukum. 

Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen tertentu pada 

sarana dan pra sarana yang harus dipenuhi. Elemen tersebut meliputi:  

a) Yang tidak ada, lekas diadakan.  

b) Yang rusak, segera diperbaiki.  

c) Yang kurang, dilengkapi atau ditambah.  

d) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.  

e) Yang mundur, dimajukan atau ditingkatkan fungsinya.
30

 

d. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu 

peraturan perundangundangan yang kerap disebut derajat kepatuhan.  

e. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
31

 

Menurut Soerjono Soekanto budaya memiliki fungsi untuk mengatur 

agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap dengan santun. Kebudayaan 

pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Pasangan 

nilai tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.
32

 

                                                           
29 Soerjono Soekanto, 1. 
30 Soerjono Soekanto, 44. 
31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8. 
32 Soerjono Soekanto, 59. 
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Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah peraturan itu sendiri yaitu: 

a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis.  

b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.  

c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan peraturan yang mengatur 

bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  

d) Pemublikasian peraturan peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada
33

 

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat 

dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, 

yaitu: 

a) Struktur Hukum 

Struktur hukum merupakan suatu elemen dasar dalam sistem 

hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan akan sistem tersebut 

secara keseluruhan, termasuk aparat serta penegak hukum.
34

 Dalam 

struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu 

sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), pembudayaan dan 

                                                           
33 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80. 
34 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal 

system: a social science perspective (Bandung: Nusamedia, 2020), 15. 
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penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak 

hukum (The enforcement of law).
35

 

Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak 

hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur 

institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 

b) Substansi Hukum 

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan 

maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma 

hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan 

hukum dan pedoman bagi penegak hukum. Produk hukum tersebut 

disusun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem 

hukum. 

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan 

hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum 

tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil dari respon 

aturan tersebut.
36

 

 

 

                                                           
35 Choirul Fata, dkk, “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman,” Kabilah, 2022, 44. 
36 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal 

system: a social science perspective, 16. 
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c) Budaya Hukum 

Menurut Lawrence M. Friedman ialah sikap masyarakat terhadap 

hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan.
37

 

Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun 

disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak 

hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut. 

 

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)   

Usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha-usaha yang 

dilakukan oleh orang-orang yang bergerak dibidang usaha  rumahan, untuk 

memperinci lebih lanjut tentang usaha mikro kecil dan menengah itu 

berikut merupakan penjelasan rinci mengenai UMKM. Bila mengacu pada 

pendapat Rudjitao, definisi dari UMKM adalah salah satu usaha yan turut 

membantu perekonomian indonesia karena menciptakan peluang kerja 

baru dan meningkatkan devisa melalui pajak badan usaha.
38

  

UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam 

perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta 

maupun dari sisi jumlah usahanya, dan menurut Ina Primiana, Pengertian 

UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang 

menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu; Industri 

                                                           
37 Lawrence M. Friedman, 17. 
38 Arianto Aris, Entrepreneurial Mindsets and skill (Sumatera Barat: Insan Citra Mandiri, 

2021), 35. 
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manufaktur, Agribisnis, Bisnis kelautan, dan Sumber Daya Manusia
39

. 

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi
40

 dan 

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat 

dengan keterjangkauan modal yang sangat minim.
41

 

Pengertian UMKM dalam UU No.9 Tahun 1999 kemudian dirubah 

ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola 

oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang telah 

ditentukan oleh undang-undang tersebut. Hal ini dijabarkan kembali 

perkata sebagai berikut :
42

 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
43

  

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
44

  

                                                           
39 Eni Amriani Asmin, Manajemen Pemasaran (Perspektif Digital Marketing) (Bandung: 

Media Sains Indonesia, 2021), 35. 
40 Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Jakarta: LP3S, 

2012), 11. 
41 Gatut Susanta, Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM (Depok: Raih Asa 

Sukses, 2009), 13. 
42 UU No.9 Tahun 1999 
43 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 
44  Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2 
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3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.
45

 

4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari UsahaMenengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
46

  

5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 

dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi diIndonesia dan 

berdomisili di Indonesia.
47

 

 

Empat aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu: 
48

 

1) Aspek Pengelolaan Keuangan  

2) Aspek Pengelolaan SDM  

3) Aspek Pengelolaan Operasional  

4) Aspek Pengelolaan Pemasaran 

                                                           
45 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 
46 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 4 
47 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 5 
48 Tiktik Sartika Partomo dan Abd.Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala 

Kecil/Menengah &Koperasi. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 25. 
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2. Karakteristik UMKM 

Karakteristik pun menjadi pembeda antar pelaku usaha sesuai 

dengan skala usaha dan jenis UMKM nya. Menurut  Bank Dunia, jenis 

UMKM berdasarkan pelaku usaha terbagi atas:  

a) Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang  

b) Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang  

c) Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang
49

 

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 (empat) 

kelompok yaitu: 

a. UMKM sektor informal  

b. UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat 

pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk 

mengembangkan usahanya  

c. Usaha kecil dan dinamis adalah kelomppok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor  

d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi 

usaha besar.
50

 

3. Kriteria Modal,Omset ,dan Keuntungan UMKM 

Setelah peneliti membahas mengenai penertian dan karakteristik 

UMKM, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai kriteria 

Modal,Omset,dan Keuntungan dalam UMKM. Menurut Undang-Undang 

                                                           
49Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Jakarta: BI dan 

LPPI, 2015), 12. 
50 Bank Indonesia, 13. 
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Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, Kriteria modal usaha terdiri atas:   

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:  

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
51

 

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan 

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah kriteria 

UMKM sebagai berikut : 

1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha 

2) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 

3) Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.
52

 

Sedangkan Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:  

1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

                                                           
51 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1-3 
52 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 3 
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2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan 

3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 35 Ayat 5 



 
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yang 

meliputi:  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian 

yang bersifat field research dengan metode pendekatan socio-legal 

research. Penelitian field research adalah penelitian yang memaparkan dan 

menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi 

yang terjadi.
1
  

Peneliti memilih jenis penelitian field research ini karena 

berhubungan langsung dengan obyek penelitian yakni produsen makanan 

home industri di Metro Timur.Hal ini karena tingginya peminat makanan 

home industri di Metro Timur sehingga meningkatkan jumlah produsen 

UMKM makanan ringan.   

 

B. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder,  

1. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diambil langsung dari narasumber yakni produsen UMKM Metro Timur 

                                                           
1
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016), 42. 
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makanan ringan di Kota Metro, masyarakat (pembeli), Dinas 

Koperasi,UMKM,dan Perindustrian dengan menggunakan metode 

wawancara. 

2. Sumber data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh 

secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum 

sekunder meliputi: jurnal karangan Nur Fitriyani Siregar, 2018 dengan 

judul Efietivitas Hukum dalam jurnal Ilmu Pengetahuan & 

Kemasyarakatan,Vol.18. No.2 dan lain-lain, buku karangan Soerjono 

Soekanto dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum dan lain-lain, laporan penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Juga berupa data-data yang diperoleh dari 

informan baik berupa dokumen, foto, maupun benda- benda yang dapat 

dijadikan informasi bagi peneliti. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data penulis disini menggunakan metode: 

1. Observasi 

Untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung obyek 

penelitian. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan 

menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. 
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2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian. Yang diwawancara dalam penelitian ini adalah produsen home 

industry makanan (UMKM) di Metro Timur, masyarakat (pembeli) dan 

Dinas Koperasi,UMKM,dan Perindustrian. 

 

D. Metode Analisis 

Teknik analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 

kualitatif dengan cara berfikir induktif untuk menggambarkan dan 

menganalisis data secara deskriptif yaitu yang berkaitan dengan Efektivitas 

Aturan Pelabelan Makanan pada PP.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan 

Pangan di UMKM Kota Metro.  

  



 
 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang 

Label Dan Iklan Pangan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) Di Kota Metro 

Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah 

penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap. 

Terdapat berbagai pendapat para ahli  yang mengemukakan tentang 

pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman 

tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap 

suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 

Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan 

proses perencanaan kebijakan. 

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti 

menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat 

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Pengertian tersebut 

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai 
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sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat 

terhadap sesuatu itu.
69

 

Sedangakn menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier 

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami 

apa yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kenyataan 

yang timbul setelah disahkannya kebijakan.
70

 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa 

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan 

kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi 

atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan 

menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang 

akan dijalankan tersebut. 

Berkenaan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 69 

Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan di UMKM Kota Metro, peneliti 

mendapati data sebagai berikut : 

Ibu AH yang beralamatkan di Iringmulyo dan ibu YD beralamatkan di 

Yosomulyo produsen jajanan ringan Makaroni. Produk makaroni ini pada 

kemasan nya hanya mencantumkan nama produk dan alamat produsen saja. 

Berat bersih, tanggal kedaluarsa, dan daftar bahan baku tidak dicantumkan. 

Begitu pula yang dilakukan oleh DA produsen jajanan kue pasar. 

                                                           
69 Wahab. Abdul. Solichin, (2001), Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebjaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, hal 140 
70 Wahab. Abdul. Solichin, (2005), Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebjaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, hal 65 
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Ibu IN yang beralamatkan di Jl koramil 15a dan ibu FM produsen 

basreng. Produk basreng ibu FM beralamatkan di Tejosari memuat informasi 

label berupa Nama produk, Daftar bahan baku, Berat bersih atau isi bersih, 

Nama dan alamat produsen  keterangan halal. Sedangkan produk basreng ibu 

IN sama sekali tidak menggunakan label pada kemasana produknya. 

Ibu BA produsen Keripik Singkong yang beralamatkan di Metro Pusat, 

Ibu M produsen klanting yang juga beralamatkan di Metro Pusat, dan Ibu C 

produsen kerupuk kemplang yang beralamatkan di Metro Barat. Label pada 

ketiga produk ini tidak mencantumkan label halal dan tanggal kedaluarsa 

sebagaimana mestinya. 

Ibu RM produsen pempek crispy yang beralamatkan di Metro Pusat 

dan ibu AP rodusen jajanan coklat yang juga beralamatkan di Metro Pusat . 

kedua produsen ini sudah hampir menerapkan informasi label yang sesuai 

dengan peraturan, hanya saja kedua produk ini tidak mencantumkan daftar 

bahan baku dan tanggal kedaluarsa pada kemasan produknya. 

Untuk lebih mudah memahami hasil wawancara tersebut, maka 

peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 

Data Produsen UMKM 

 

No. Narasumber Produk 

Label 

Nama 

Produk 

Daftar 

Bahan 

Baku 

Berat 

Bersih 

Nama & 

Alamat 

Produsen 

Tanggal 

Kedaluarsa 

Ketrangan 

Halal 

1. R Kue 

Semprong 

      

2. YD Makaroni        

3. IN Basreng        

4. N Lupis       

5. DA Kue pasar       

6.  S  Nengsar        

7. FM Basreng       

8. A  chocolate       

9. R  Pempek       

10. A Makaroni       

11. R Basreng        

12.  A Seblak 

kering 

      

13. T  Basreng        

14. E  Tusuk gigi       

15. BA Keripik 

singkong 

      

16. M  kelanting       

17. RA Basreng        

18. C  Kemplang        

19. A  Keripik pare        

20.  D  Seblak 

kering  

      

21. A Keripik 

tempe  

      

22. R  peyek       

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa  masih banyak produsen 

yang tidak menggunakan komposisi label dengan benar sesuai peraturan yang 

ada. Dari data tersebut diketahui secara umum bahwa para produsen belum 

mengimplementasikan peraturan tentang label dan iklan pangan dengan 

sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk ringkasan, maka peneliti sajikan tabel 
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ringkasan tentang  penerapan komposisi label yang sesuai peraturan sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 

Penerapan komposisi label yang sesuai peraturan 

 

Label Diterapkan Tidak Diterapkan 

Nama produk 20 2 

Daftar bahan baku 11 11 

Berat bersih atau isi bersih 5 17 

Nama dan alamat produsen 17 5 

Tanggal bulan dan tahun 

kedaluarsa 

5 17 

Keterangan halal 3 19 

 

Secara teoritis data-data yang peneliti peroleh tersebut bila mengacu 

pada teori Lawrence M. Friedman bahwa komponen hukum yang 

mempengaruhi efektivitas hukum ada 3, salah satu faktor yang 

mempengaruhi yakni faktor budaya hukum. Berdasarkan teori dan data yang 

telah peneliti paparkan diketahui bahwa budaya hukum yang dimiliki oleh 

produsen UMKM di Kota Metro ialah tidak mengindahkan peraturan yang 

ada. Hal ini diindikasikan dengan tidak terpenuhinya komponen label yang 

seharusnya ada dalam suatu kemasan makanan sebagaimana telah dipaparkan 

pada data diatas. 
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B. Faktor Yang Mempengaruhi  Efektivitas Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan 

Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro 

Setelah memaparkan data yang berkaitan dengan implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan 

Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Metro, 

selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan  faktor-

faktor yang mempengaruhi ketidak patuhan produsen terhadap peraturan 

tentang label dan iklan pangan . Sebagai berikut : 

1. Nama Produk : Sebagian besar produsen mencantumkan nama 

produknya, tetapi ada juga yang tidak mencantumkan yakni IN dan R 

produsen basreng dengan alasan tidak dapat mendesain dan menambah 

biaya modal. 

2. Nama Dan Alamat Produsen : Lebih dari 50% produk dilengkapi 

informasi nama dan alamat produsen namunmmasih ada 5 produsen yan 

tidak menggunakan yakni IN produsen basreng , N produsen kue lupis , S 

produsen nengsar , R produsen basreng , dan D produsen seblak kering 

dengan alasan agar produk tersebut dapat dijual kembali oleh resellernya. 

3. Daftar Bahan Baku atau Komposisi : 50% dari responden yang 

menggunakan informasi ini pada labelnya dan 50% lainnya tidak 

mencantumkan informasi ini, dengan alasan produk yang mereka 

gunakan untuk menjadi bahan baku adalah produk yang familiar dan 

yakin bahwa bahan tersebut sudah halal. 
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4. Berat atau Isi Bersih :  informasi ini masih sedikit sekali di terapkan pada 

label produk, dari 22 responden hanya 5 yakni  F produsen basreng, R 

produsen basreng, A produsen seblak kering , T produsen basreng , dan 

A produsen keripik tempe saja yang menggunakan informasi ini pada 

labelnya. 17 produsen lainnya tidak menggunakan  dengan kendala 

perbedaan massa atau berat di setiap produknya yang tidak semua merata 

dan bisa diratakan. 

5.  Tanggal bulan dan tahun kedaluarsa : masih sangat sedikit produsen 

yang mencantumkan tanggal kedaluarsa, produsen beralasan label yang 

ada tidak bisa dipakai seterusnya dan menambah biaya modal jika harus 

selalu membuat label baru . Alasan lainnya ialah produsen beranggapan 

konsumennya sudah mengetahui informasi kedaluarsa produk tersebut. 

6. Keterangan Halal : ada beberapa produk yang sudah mengurus 

keterangan halal, dari 22 responden hanya 3 yakni A produsen chocolate, 

R produsen pempek crispy, dan E produsen tusuk gigi yang menyertakan 

informasi ini sisanya tidak mencantumkan karena masa berlaku telah 

habis, tidak memperpanjang, biaya mahal, dan menganggap produk yang 

mereka produksi menggunakan bahan familiar dan yakin sudah halal. 

Dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi produsen dalam menerapkan peraturan tentan label dan iklan 

pangan. Dari faktor-faktor tersebut secara umum yang paling mempengaruhi 

adalah faktor ekonomi yakni dari segi penambahan modal untuk membuat 

atau mendesain label makanan yang sesuai dan juga faktor kesadaran hukum 
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dari individunya. Untuk lebih mudah memahami hasil wawancara tersebut, 

maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut : 

Tabel  4.3 

Data Faktor yang Mempengaruhi Produsen UMKM dalam Menerapkan  

Peraturan Label 

 

No. Narasumber Produk 

Faktor 

Biaya SDM 

Perbedaa

n massa 

produk 

Pengetahuan 

konsumen 
Pemasaran Administrasi 

1. R Kue Semprong       

2. YD Makaroni        

3. IN Basreng        

4. N Lupis       

5. DA Kue pasar       

6.  S Nengsar        

7. F Basreng       

8. A  chocolate       

9. R  Pempek       

10. A Makaroni       

11. R  Basreng        

12. A Seblak kering       

13. T  Basreng        

14. E  Tusuk gigi       

15. BA Keripik 

singkong 

      

16. M  kelanting       

17. RA Basreng        

18. C  Kemplang        

19. A  Keripik pare        

20.  D  Seblak kering        

21. A Keripik tempe        

22. R  peyek       

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa  ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produsen dalam penerapan komposisi label yang sesuai 
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peraturan yang berlaku. Dari data tersebut diketahui bahwa faktor biaya 

tambahan yang menjadi faktor terbesar bagi produsen untuk menerapkan label 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi pada penggunaan 

label tanggal kedaluarsa yang sejatinya selalu diperbarui disetai produksi 

produknya , ini berimbas pada pencetakan label yang selalu baru dan label 

lama tidak dapat dipakai kembali. Faktor terbanyak selanjutnya adalah 

administrasi yang biasanya dikeluhkan produsen dalam mengurus keterangan 

halal. Sebagai bentuk ringkasan, maka peneliti sajikan tabel ringkasan tentang  

faktor penerapan komposisi label yang sesuai peraturan sebagai berikut : 

Tabel 4.4  

Faktor Penerapan Komposisi Label yang Sesuai Peraturan 

 

Faktor Jumlah 

Biaya 18 

SDM 5 

Perbedaan massa produk 5 

Pengetahuan konsumen 7 

Pemasaran 3 

administrasi 9 

 

Secara teoritis data-data yang peneliti peroleh tersebut bila mengacu 

pada teori Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yakni : 

1. Struktur Hukum  

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi 

utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (The legislation of law), 
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pembudayaan dan penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi 

hukum, serta penegak hukum (The enforcement of law).
71

 Dalam 

penelitian ini yang bertindak sebagai struktur hukum adalah Dinas 

Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

Kabid UMKM ibu Omega Iriyani, S.STP., M.I.P beliau  mengatakan 

bahwa: sebagai bentuk upaya pemberdayaan terhadap pelaku  UMKM 

di Kota Metro Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian sudah 

melakukan pelatihan, sosialisasi, maupun kegiatan lainnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari UMKM yang ada di Kota 

Metro. Salah satu nya ialah program Metro Bangga Beli (MB2) yang 

sedang digencarkan Pemerintah Kota (PemKot) untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas dari UMKM di Kota Metro. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Yenny 

Dian Savitri, SE. MM selaku staff bidang industri, mengatakan bahwa : 

Dengan kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah 

terutama mengenai sertifikasi halal secara gratis juga merupakan salah 

satu bentuk bantuan permudah bagi pada produsen UMKM untuk 

mengurus keterangan halal produk mereka. Meski belum ada 

penyuluhan atau pelatihan khusus yang berkaitan dengan pengemasan 

dan label pada produk makanan, infomasi ini sering diselipkan 

diberbagai sosialisasi atau pelatihan yang telah terlaksana. namun 

                                                           
71 Choirul Fata, dkk., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman,” Kabilah, No. 1(2022),44 



46 
 

 

 

nyatanya meskipun sudah dilakukan dilakukan pemberdayaan dan 

sertifikasi secara gratis masih banyak produsen yang tidak menerapkan 

peraturan yang berlaku dan  mengurus dengan alasan rumit dll. 

2. Substansi Hukum 

Yang termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan 

hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak 

tertulis. Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum 

tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku sebagai hasil 

dari respon aturan tersebut.
72

 

Dalam penelitian ini yang merupakan substansi hukum ialah 

penegasan peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi lebal 

halal. Hal ini merespon banyaknya produsen makanan yang 

mengedarkan makanan nya secara bebas tanpa mengindahkan peraturan 

yang berlaku. 

3. Budaya Hukum 

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum berarti sikap, 

pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di 

gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud 

dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga 

aparat penegak hukum tersebut.
73

 

                                                           
72 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal 

system: a social science perspective, (Bandung: Nusamedia, 2020), 16 
73 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terjemah The Legal 

system: a social science perspective, (Bandung: Nusamedia, 2020), 17 
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Penghindaran hukum yang dilakukan produsen terjadi karena 

beberapa hal yakni : Kurangnya kesadaran produsen UMKM di Kota 

Metro tentang penerapan peraturan Label dan Iklan pada produknya, 

kurang tegasnya aparatur yang berwenang terhadap produsen nakal 

yang masih memasarkan produknya tanpa label yang sesuai, dan 

pemahaman konsumen akan pentingnya informasi yang terkandung 

dalam label dan iklan pangan. 

Dalam penelitian ini terlihat bahwa masih banyak produsen 

UMKM yang bersikap tidak mengacuhkan peraturan yang ada dengan 

alasan alasan yang sebenarnya sudah diberikan solusi oleh pemerintah 

itu sendiri. Berdasarkan teori dan data yang telah peneliti paparkan 

diketahui bahwa produsen UMKM di Kota Metro ialah tidak 

mengindahkan peraturan yang ada. Hal ini diindikasikan dengan tidak 

terpenuhinya komponen label yang seharusnya ada dalam suatu 

kemasan makanan. 

 

 

 

                                                                                                                                                                
  



 
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa 

masih banyak dari produsen  yang tidak menerapkan peraturan pemerintah 

tentang label dan iklan pangan sebagaimana mestinya. Dari 30 produk pangan 

hasil Home Industry yang ada di  Putra Baru (PB) Swalayan 15a yang terletak 

di Jalan Ahmad Yani No.45, Iringmulyo, Metro Timur, 22 diantaranya tidak 

menggunakan aturan label makanan yang benar sesuai dengan aturan yang 

ada.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam 

menerapkan peraturan tentan label dan iklan pangan yakni faktor biaya 

tambahan yang menjadi faktor terbesar bagi produsen untuk menerapkan label 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini banyak terjadi pada penggunaan 

label tanggal kedaluarsa yang sejatinya selalu diperbarui disetai produksi 

produknya , ini berimbas pada pencetakan label yang selalu baru dan label 

lama tidak dapat dipakai kembali. Faktor terbanyak selanjutnya adalah 

administrasi yang biasanya dikeluhkan produsen dalam mengurus keterangan 

halal. 

Secara teoritis dari data-data yang peneliti peroleh tersebut bila 

mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas suatu hukum, yakni : 1) Struktur hukum yakni 

Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah. 2) Substansi 
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hukum yakni penegasan peraturan yang dikeluarkan MUI mengenai sertifikasi 

lebal halal, dan 3) Budaya Hukum yakni Penghindaran hukum yang dilakukan 

produsen. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Metro dan Pemerintah agar 

memberikan pemahaman kepada produsen maupun konsumen mengenai 

pentingnya penggunaan label dan iklan pangan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Serta memberikan penegasan dan pemberlakuan 

sanksi kepada produsen yang melalaikannya. 

2. Bagi produsen makanan agar melengkapi produknya dengan infomasi 

label yang sesuai, hal ini juga akan memberi dampak meningkatkan  

kepercayaan dari konsumen pada produk tersebut.      
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Foto Produk Dengan Komposisi Label Yang Sesuai 

 

 



 
 

 

 

    

 

 

Foto Produk Dengan Komposisi Label Yang Sesuai 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

              

              

 

Foto Wawancara Dengan Produsen Dan Dinas Koperasi, Umkm Dan Perindustrian 

Kota Metro 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Peneliti bernama Fera Oktalia Wati, lahir pada 

tanggal 24 Oktober 2000 di Desa Rajabasa Baru 

Kecamatan Mataram Baru Lampung- Timur Kabupaten 

Lampung, dari pasangan Bapak Fatoni Ahmad dan Ibu 

Rabunah. Peneliti merupakan anak pertama. 

Peneliti menyelesaikan pendididkan formalnya di 

SDN 02 YAPINDO  di Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang 

lulus pada tahun 2013. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh 

peneliti di SMP YAPINDO Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang 

Bawang, lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pada SMA N 1 WAY 

JEPARA Lampung Timur, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya peneliti 

melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1, 

tahun ajaran 2019/2020. 

 


